
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 33 TAHUN 1996 

TENTANG 
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT 

 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di 

pasaran global, diperlukan antara lain peningkatan efisiensi dengan 
mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam 
negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk 
mendukung pemasarannya, perlu diberikan kemudahan di bidang 
kepabeanan, cukai, dan perpajakan; 

b. bahwa untuk tujuan tersebut dan sesuai dengan Pasal 44 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
dipandang perlu mengatur tempat tertentu di dalam Daerah Pabean 
sebagai Tempat Penimbunan Berikat dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Mengingat   :  1. Pasal  5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang  Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang  Nomor 9Tahun 1994 

 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3566); 

3. Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 10  Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); 

4. Undang-undang  Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11  Tahun 
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3568); 



5. Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3612); 

6. Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3613); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEMPAT 

PENIMBUNAN BERIKAT. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang 

memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk 
menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual 
dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai dan 
perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot 
untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea. 

2. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan 
batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri 
pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, 
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang 
dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia 
lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. 

3. Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu 
yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, 
pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam 
rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan 
dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau direekspor 
tanpa adanya pengolahan. 

4. Entrepot untuk Tujuan Pameran adalah suatu bangunan atau kawasan dengan 
batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan 
pameran barang hasil industri asal impor atau barang industri dari dalam Daerah 
Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional. 

 



5. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan 
untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal 
Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai 
tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak. 

6. Penyelenggara adalah Perseroan Terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum, 
atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan 
prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat 
Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya berdasarkan izin untuk 
menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat. 

7. Pengusaha adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan 
usaha di Tempat Penimbunan Berikat. 

 
Pasal 2 

 
(1) Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat 

diberikanfasilitas berupa: 
a. penangguhan bea masuk; 
b. pembebasan cukai; 
c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 
(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat 

diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN, dan PPnBM. 
(3) Atas pemasukan Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam Daerah Pabean 

Indonesia lainnya dibebaskan dari pengenaan Cukai. 
(4) Barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di 
Tempat Penimbunan Berikat yang bersangkutan. 

 
Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat dilakukan oleh Penyelenggara yang 
berkedudukan di Indonesia. 

(2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dilakukan oleh pengusaha yang 
berkedudukan di Indonesia. 

 
Pasal 4 

 
Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat dapat juga bertindak sebagai Pengusaha 
Tempat Penimbunan Berikat. 
 

Pasal 5 
 
(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan 



tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak 
ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau 
penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor : 
a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk 

dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat 
Penimbunan Berikat; 

b. yang merupakan Barang Kena Cukai, dilunasi cukainya; 
c. dikenakan PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan. 

(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan 
umum di bidang impor. 

 
Pasal 6 

 
Barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan untuk 
diekspor diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor. 
 

BAB II 
KAWASAN BERIKAT 

Bagian Pertama 
Penyelenggara 

 
Pasal 7 

 
(1) Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta 

pemberian izin penyelenggara KB (PKB) dilakukan dengan Keputusan Presiden. 
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan 

menjadi PKB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau 

kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah); 
b. Memiliki Surat Izin Usaha Industri, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan 

izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; 
c. memiliki penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melampirkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir bagi perusahaan 
yang sudah wajib menyerahkan SPT; 

d. Rencana tata letak KB. 
 

Pasal 8 
 
KB yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PKB yang telah mendapatkan izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperuntukan bagi satu atau beberapa 
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan. 
 



Pasal 9 
 
(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ 

konstruksi/perluasan KB dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai 
oleh PKB yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, 
dan PPh Pasal 22. 

(2) PKB berkewajiban untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang 
diwajibkan kepada Pengusaha KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang 
akan melakukan kegiatan usaha industri di KB yang diselenggarakannya. 

(3) PKB melaporkan kepada Menteri Keuangan tentang adanya Pengusaha baru yang 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Bagian Kedua 

Pengusaha 
 

Pasal 10 
 
(1) Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha di KB (PDKB) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 
a. Memiliki Surat Izin Usaha Industri; 
b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT Tahunan PPh Tahun 

terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT. 
(2) PDKB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus melapor  kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu empat belas hari 
sebelum mulai melakukan kegiatan usahanya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemasukan barang dan bahan atau pengeluaran 
barang hasil olahan bagi para PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. 

 
Pasal 11 

 
PKB yang akan bertindak sebagai PDKB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10. 
 

Pasal 12 
 
(1) PDKB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang 

atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya. 
(2) PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam hal barang yang berada di perusahaannya: 
a. musnah tanpa sengaja; 
b. telah diekspor, direekspor, atau diimpor untuk dipakai; 


